
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan, manusia dihapkan dengan adanya kebutuhan untuk tempat 

berlindung serta berteduh dari segala ancaman. Ada 3 hal yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (rumah). 

Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal manusia mempunyai peran yang 

strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif hingga 

terpenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. 

Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian baik diperkotaan maupun 

di perdesaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada 

dasarnya pemenuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian merupakan 

tanggung jawab masyarakat itu sendiri.
1
 sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 

28H ayat (1) Undang-undang Dasar RI yang menegaskan bahwa: “ setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.
2
 

Menambah semangat kerja bagi pegawai negeri, selain gaji dan tunjangan 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemerintah juga 

memberikan fasilitas yang berupa rumah. Begitu juga dengan para pensiunan dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana para pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil ini 

memiliki hak dan kesempatan untuk menempati rumah dinas yang telah disediakan 

oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 

Tahun 2005 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1999 tentang Rumah 

Negara. Rumah negara memiliki pengertian bangunan yang dimiliki negara dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau huniandan sarana pembinaan keluarga serta 

                                                           
1
 Urip Santoso, Hukum Perumahan, ed. 1, cet. 1, (Surabaya: Maret, 2014), hal.2. 

2
 Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,  pasal  28H ayat (1). 
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menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
3
 Pegawai Negeri 

Sipil memiliki pengertian ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4
  

Mereka yang berkesempatan untuk menghuni rumah negara dapat berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak dengan cara mengajukan 

permohonan pengalihan status/pengalihan hak atas rumah yang mereka huni menjadi 

pribadi. Ada beberapa golongan rumah negara yaitu Rumah Negara Golongan I, 

Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III. Definisi masing-

masing golongan yaitu sebagaimana telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5, angka 

6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah tentang Rumah Negara beserta dengan 

penjelasannya: 

1. Rumah golongan I terdapat dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah 

nomor 40 tahun 1999 “Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang 

dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya 

harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas 

selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu 

tersebut”. 

2. Rumah negara golongan II terdapat dalam pasal 1 angka 6 yaitu “Rumah 

Negaa Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang 

tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami 

oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah 

dikembalikan kepada Negara” 

                                                           
3
 Indonesia (b), Perturan Pemerintah No.31 tahun 2005 tentang Perubahan Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara, UU no 31 Tahun 2005, LN Tahun 

2005 Nomor 64, TLN Nomor 4515, Pasal 1 angka (1). 
4
 Indonesia (c), Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU nomor 5 tahun 2014, LN 

Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494, Pasal 1 ayat (3). 
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3. Rumah negara golongan III dalam pasal 1 angka 7 berbunyi “Rumah Negara 

Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan 

Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya”
5
 

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dalam pekerjaan ada beberapa 

faktor pendukung yang terkait dengan pemenuhan hak dasar hidup seperti hak untuk 

dapat menghuni/memiliki rumah secara layak dan memadai baik melalui pengadaan 

rumah dinas oleh dinas ataupun kepemilikan secara pribadi. Hak juga dapat diartikan 

sebagai suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, dapat 

diartikan juga hak adalah sesuatu yang layak di terima. 

Pentingnya akan rumah dinas merupakan salah satu faktor pendukung baik 

dalam kualitas kerja dan penempatan rumah dinas harus berdasarkan pada Surat Izin 

Penghunian (SIP). Rumah-rumah dinas khusus disediakan bagi pegawai dinas 

tertentu yang berkaitan dengan tugas kedinasannya. Sebagaimana orang lainnya, 

pegawai negeri pasti memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, terkait hal 

ini ialah kebutuhan akan papan (rumah/hunian) dengan cara yang sesuai dengan 

kemampuannya. Pengalihan hak dengan cara penjualan kepada penghuni Rumah 

Negara dapat dilakukan dengan berlandaskan isi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 

2008 tentang tata cara pengadaan,  penetapan status, pengalihan status, dan 

pengalihan hak atas rumah negara yang berbunyi: “Pengalihan Hak Rumah Negara 

adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa 

Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan 

cara sewa beli.”
6
 

Untuk pengalihan hak atas rumah dinas oleh Pegawai Negeri diatur dalam 

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 

tentang  Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli 

                                                           
5
 Indonesia (b), loc.cit, pasal 1 ayat (5),(6),(7). 

6
 Indonesia (d), Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, 

Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, LN tahun  Pasal 1 

angka (7) 
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Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah menyebutkan, tanah untuk rumah tinggal yang 

telah dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah adalah: 

a. Tanah yang di atasnya berdiri rumah negara golongan III yang telah dibeli 

oleh pegawai negeri; 

b.  Tanah yang dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah atau pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diatasnya berdiri rumah 

tinggal atau yang dimaksudkan untuk rumah tinggal.
7
 

Untuk perolehan tanah sebagaimana diserahkan penggunaannya kepada 

pegawai negeri untuk dibeli oleh pegawai negeri yang bersangkutan. Perolehan hak 

milik dan pendaftaran dapat dilakukan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan  

dapat dilakukan dengan bantuan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Didalam studi ini, akan berfokus pada pengalihan rumah dinas dan perolehan 

hak atas atas tanah kepada Pegawai Negeri Sipil, tetapi beberapa studi yang 

menjelaskan pula pengalihan rumah dinas kepada pensiunan TNI dan Polri maupun 

yang masih aktif menjabat. Salah satu studi yang menjelaskan pengalihan hak rumah 

dinas kepada pensiunan TNI pengalihan hak atas rumah dinas tidak akan terlaksana 

walaupun Peraturan Pemerintah memungkinkan dilaksanakannya pengalihan hak, dan 

disatu sisi penghuni dapat mengajukan pengalihan hak berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan pengalihan rumah negara diantaranya saling 

bertentangannya peraturan yang mengatur mengenai  Rumah Negara, terjadinya 

sengketa hak milik atas tanah yang melekat pada suatu bangunan rumah negara yang 

dihuni oleh para pensiunan TNI.
8
 

Sedangkan pengalihan hak rumah negara bagi Polri upaya untuk 

meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat tentu ada faktor-faktor 

                                                           
7
 Indonesia (e), Keputusan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah 

Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah,  Pasal 1 angka (3).  
8
 Nurul Apriliani Anwar, Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Rumah Negara Kepada 

Purnawirawan TNI-AD di Kota Makassar, 2016. 
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pendukung yang terkait pemenuhan hak-hak hidup bagi anggotanya yaitu hak 

menghuni/memiliki rumah dinas secara layak dari pengadaan rumah dinas ataupun 

kepemilikan secara pribadi. Penempatan rumah dinas bagi Polri sendiri telah diatur 

dalam keputusan Kapolri No. 17/VIII/2001 tentang penunjuk pelaksanaan 

penempatan rumah dinas berdasarkan SIP.
9
 

Dalam islam juga menerangkan bahwa Rumah adalah suatu nikmat dari 

Allah yang terkadang, bahkan sering ‘dilupakan’ oleh manusia. Padahal dengan 

adanya rumah, manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan 

kesenangan dalam hidup. 

Allah mengingatkan kita akan kenikmatan ini dalam surat An-Nahl: 80, 

اللَّوَ هُ َجه عَ لُ ل  لَ َْلُ عِ  ْ َ عَ لُ َته هُ هْ سه نَلَ  اه

Artinya: “Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal”. 

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat di atas, “Allah 

mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hamba-Nya, 

berupa rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi 

mereka. Mereka bisa berteduh (dari panas dan hujan) dan berlindung (dari segala 

macam bahaya) di dalamnya.  Juga bisa mendapatkan sekian banyak manfaat 

lainnya”.
10

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ristra Lemdikasar, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemindahan Hak Menempati Rumah Dinas 

di Kepolisia, 2012 
10

 Zaid Susanto, Rumah Tempat Tinggal Suatu Nikmat Yang Terlupakan, 

https://muslim.or.id/6552-rumah-tempat-tinggal-suatu-nikmat-yang-terlupakan.html, diakses pada 

tanggal 17 Juli 2011. 

https://muslim.or.id/6552-rumah-tempat-tinggal-suatu-nikmat-yang-terlupakan.html
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengalihan hak atas Rumah Negara dan perolehan hak milik atas 

tanah kepada Pegawai Negri Sipil? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 118 

PK/TUN/2015 terhadap pengalihan hak atas Rumah Negara kepada Pegawai 

Negeri Sipil? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pengalihan hak atas Rumah Negara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan menelaah judul penulisan hukum diatas,  maka dapat diketahui apa 

yang menjadi tujuan dari penulisan ini yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini 

ialah: 

1. Untuk mengetahui pengalihan hak atas rumah negara kepada Pegawai Negri 

Sipil. 

2. Untuk mengetahui proses perolehan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal 

yang telah di beli oleh Pegawai Negeri Sipil. 

3. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap pengalihan hak rumah negara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan 

bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai pengalihan hak rumah negara dan 

perolehan hak milik atas tanah.  

2. Manfaat Praktis: 

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 

pembaca ataupun sebagai bahan kajian, terkait dengan masalah/kasus yang 

diteliti dan dapat menambah wawasan sebagai mahasiswa fakultas hukum 

mengenai pengalihan hak rumah negara dan perolehan hak milik atas tanah. 
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E. Kerangka Konseptual 

1. Pengalihan hak 

Pengalihan hak adalah pemindahan atau pengalihannama dalam hal jual beli 

benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.
11

 

2. Rumah Negara 

Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
12

 

3. Hak Milik  

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
13

 

4. Tanah 

Tanah adalah Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 

dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 

badan-badan hukum.
14

 

5. Pegawai Negeri Sipil 

Ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 

sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan.
15

 

 

 

 

 

 
                                                           

11
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm.72. 

12
 Indonesia (b), Loc.cit, pasal 1 angka (1),. 

13
 Indonesia (f), Undang Undang Pokok Agraria , UUPA Nomor 5 Tahun 1960, pasal 20 ayat 

(1). 
14

 Ibid, pasal 4 ayat (1). 
15

 Indonesia (c), Pasal 1 ayat (3). 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini 

adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang biasa disebut 

dengan pendekatan perundang-undangan.
16

dan penelitian terhadap bahan 

pustaka atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, buku-buku, 

hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber data diperoleh dari : 

a) Bahan hukum primer 

yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas.
17

 Yakni meliputi : 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1994 tentang rumah negara 

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara 

Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak 

Atas Rumah Negara. 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

5. Keputusan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 

Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari 

Pemerintah. 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/Prt/M/2008 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

                                                           
16

 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Gratifika,2010), hal. 200 
17

 Ibid, hal. 181 
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8. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 

Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah. 

b). Bahan hukum tersier 

adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas 

bahan hukum lainnya. yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Dalam hal ini, yang digunakan oleh penulis adalah berupa Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan berbagai sumber dari situs 

internet.
18

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pada peneltian ini, Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dari 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang 

telah diperoleh kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisa mengenai 

mekanisme pengalihan hak atas rumah negara berdasarkan peraturan yang 

berlaku. 

4. Analisa Data 

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu 

informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah 

dimengerti serta dipahami, dan pendekatan penelitian kasus yang dilakukan 

dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan 

masalah yang dihadapi dan berkekuatan hukum tetap. 

 

                                                           
18

 Ngobrolin Hukum, Data sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif, 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/, 

diakses pada Tanggal 9 Agustus 2014. 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan secara keseluruhan, dalam garis 

besarnya penulisan hukum dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual,  

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini penulis akan memberikan uraian secara garis besar mengenai 

pengertian rumah negara, mekanisme peralihan hak Rumah Negara, tinjauan 

mengenai penegakkan hukum terhadap pengalihan rumah negara. 

BAB III  PEMBAHASAN 

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tentang uraian jawaban atas 

rumusan masalah, yaitu pengalihan hak atas Rumah Negara dan perolehan hak 

milik atas tanah kepada Pegawai Negri Sipil dan pertimbangan hukum Majelis 

Hakim pada Putusan Nomor 118 PK/TUN/2015 terhadap pengalihan hak atas 

Rumah Negara kepada Pegawai Negeri Sipil. 

BAB IV  PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM 

Bab ini akan menjelaskan tentang pengalihan hak atas rumah negara dan 

perolehan ha katas tanah kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari sudut 

pandang Islam. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab V ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang 

sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan 

skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar 

terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan 


